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Ketua Dewan Pers Ajak Momentum Hari Kemerdekaan Pers Sedunia
Jadi Titik Pijak Penguatan Kemerdekaan Pers

Sejak 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 3 Mei
sebagai Hari Kemerdekaan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day. Peringatan
Hari Kebebasan Pers Sedunia kali ini mengambil tema “Membentuk Masa Depan:
Kebebasan Berekspresi Sebagai Pendorong untuk Semua Hak Asasi Manusia’
(Shaping a Future of Rights: Freedom of expression as a driver for all other human
rights) dan digelar di New York, Amerika Serikat.

Dipimpin Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, delegasi Dewan Pers yang ikut
hadir ke New York adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua), tiga anggota (Totok
Suryanto, Yadi Hendriana, dan Asep Setiawan), serta Irwan dari Sekretariat Dewan
Pers. Berikut ini pernyataan ketua Dewan Pers dari New York, Selasa (2/5/23) WIB:

Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Pers Dunia
2023. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik pijak untuk merefleksikan upaya
menguatkan kemerdekaan pers serta membangun titik balik dengan menghadirkan
kemerdekaan pers yang bermakna bagi semua orang yang merupakan bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia.

Di tingkat global, Indonesia masih tercatat sebagai negara yang perlu
melakukan perbaikan di berbagai aspek. Reporters Without Borders mencatat,
Indonesia 2022 berada pada situasi sulit, bersama dengan 41 negara lainnya.

Di dalam negeri, Dewan Pers setiap tahun menyelenggarakan survei Indeks
Kemerdekaan Pers (IKP) sehingga terdapat informasi mengenai capaian yang
mendukung penegakan kemerdekaan pers serta hal-hal yang menghambat. Dalam
tiga tahun terakhir, IKP di tingkat nasional berada pada kondisi “cukup bebas”, dengan
skor berturut-turut 75,27 pada 2020, 76,02 (2021), dan 77,88 (2022). Sekalipun
demikian, bukan berarti upaya menegakkan kemerdekaan pers menjadi terhenti.
Situasi ideal, yakni kondisi “bebas” dan “sangat bebas” menjadi tujuan kita semua.

Hasil survei IKP tersebut diukur berdasarkan tiga lingkungan, yaitu fisik politik,
ekonomi, dan hukum. Perbaikan situasi pada tiga lingkungan tersebut memerlukan
peran dari banyak pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Dewan Pers menyadari, peristiwa kekerasan terhadap wartawan yang
menjalankan tugas jurnalistik secara profesional masih saja terjadi. Oleh karenanya
diperlukan upaya sistemik untuk mencegah keberulangan dan penanganan yang
sinergis serta kolaboratif antarberbagai pihak. Wartawan akan mampu menghasilkan



karya jurnalistik yang berkualitas apabila terbebas dari ancaman dan kekerasan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya secara profesional.

Lingkungan ekonomi untuk memastikan pemenuhan hak atas kesejahteraan
bagi wartawan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Ini terutama perlu menjadi
perhatian bagi perusahaan pers baru atau perusahaan pers yang sekadar dibentuk
namun bekerja dengan tidak profesional.

Di lain pihak, dominasi platform global digital dalam distribusi konten dan
periklanan juga menjadi tantangan. Pada 2022, 60% periklanan nasional dikuasai
perusahaan platform global digital. Perusahaan pers menjadi bergantung pada
platform global digital dalam distribusi konten untuk meraih penghasilan, tanpa disertai
transparansi serta keadilan bagi hasil periklanan serta sistem algoritma yang menjadi
dasar penghitungan bagi hasil. Akibatnya, karya jurnalistik yang berkualitas bisa
tersingkir karena sistem algoritma yang lebih mempertimbangkan selera pasar, bukan
mempertimbangkan pemenuhan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers sejak 2020 telah memberi perhatian khusus terhadap tantangan
ini dengan membentuk pokja media sustainability. Pada 2022, pokja telah
menyelesaikan draf usulan regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan platform
digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Selain itu, saat ini UU ITE masih menjadi tantangan bagi dunia pers. Ditambah
dengan UU KUHP yang berlaku tiga tahun ke depan juga berpotensi memberangus
kemerdekaan pers. Insan pers perlu bersatu untuk mengeliminasi potensi ancaman
kemerdekaan pers. Advokasi terhadap UU ITE yang saat ini akan diubah amat
diperlukan. Dewan Pers mendukung dan akan ikut menyiapkan uji material (judicial
review) pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers dalam KUHP.

Segenap pihak yang mengaku sebagai pers hendaknya sungguh-sungguh dan
bekerja secara profesional. Kepada pihak yang mengaku pers namun bekerja tidak
profesional agar segera menyingkir supaya tidak menjadi kerikil yang mengganggu
kemerdekaan pers. Mari kita wujudkan pers yang profesional dan persembahkan
karya jurnalistik yang berkualitas untuk masyarakat.

New York, 2 Mei 2023
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